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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Sang Hyang Widhi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa
bahwa penyusunan Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) untuk Fakultas
Kedokteran dan Ilimu Kesehatan Universitas Warmadewa (FKIK Unwar) sudah dapat
dirampungkan. Manual SPMI dapat dijadikan dasar oleh sivitas akademika dan pegawai dalam
pengembangan institusi mengacu kepada standar mutu yang diterapkan di bidang Tri Drarma
dan pengelolaan institusi.

Manual SPMI mencakup manual tentang prinsip-prinsip dasar penetapan, pelaksanaan,
evaluasi, pengendalian, dan pengembangan. Penerapan SPMI mengacu kepada visi, misi,
tujuan dan sasaran sebagai kebijakan umum yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik
(Renstra) penge,bangan FKIK Unwar agar dapat menghasilkan lulusan yang profesional dan
unggul di bidang kesehatan pariwisata. Profesional, yaitu kompeten, beretika, berintegritas,
disiplin, dan berempati, dan berbudi luhur, selalu mementingkan pasien dan/atau masyarakat.

Manual SPMI ini diharapkan dapat memberikan tuntunan kepada sivitas akademika dan
pegawai untuk membangun budaya mutu secara berkelanjutan sehingga kebijakan yang telah

dirumuskan dalam visi, misi, tujuan dan sasaran dapat terwujud.

Denpasar, 25 Juni 2016
Unit Penjaminan Mutu
FKIK Unwar
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BAB I
KEBIJAKAN

1.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
Visi
Pada tahun 2034 menjadi institusi pendidikan kedokteran dan kesehatan yang unggul

di bidang kesehatan pariwisata.

Misi
1) Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan yang bermutu dengan
keunggulan di bidang kesehatan pariwisata
2) Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang
berkualitas dan mendukung penanggulangan masalah kesehatan yang berkaitan
dengan kepariwisataan
3) Menyelenggarakan tata kelola yang baik (good governance) dengan

kepemimpinan yang efektif.

Tujuan

1) Meningkatnya mutu pendidikan berbasis kompetensi, mengacu KKNI dan
SNPT.

2) Terselenggaranya riset kedokteran dan kesehatan yang berkualitas dan gayut
dengan masalah kesehatan pariwisata.

3) Terselenggaranya peran institusi dalam penanggulangan masalah kesehatan
yang berkaitan dengan kepariwisataan

4) Terselenggaranya tata kelola institusi yang transparan dan akuntabel untuk

terwujudnya good governance.

Sasaran
Sasaran tujuan strategis 1 (Meningkatnya mutu pembelajaran berbasis kompetensi,

mengacu KKNI dan SNPT.



1) Meningkatnya standar mutu akademik
2) Meningkatnya kualitas input

3) Meningkatnya mutu dosen

4) Meningkatnya mutu pembelajaran

5) Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasana

Sasaran tujuan strategis 2 (Terselenggaranya riset kedokteran dan kesehatan yang
berkualitas dan gayut dengan masalah kesehatan pariwisata).
1) Terwujudnya budaya meneliti yang menghasilkan produk berupa paten,
kebijakan kesehatan, publikasi ilmiah, nasional dan internasional
2) Terintegrasinya kegiatan riset dengan pembelajaran dan pengabdian kepada
masyarakat
3) Meningkatnya kerjasama institusional dalam dan luar negeri untuk

pengembangan riset, pengabdian kepada masyarakat, dan mutu pembelajaran

Sasaran tujuan stategis 3 (Terselenggaranya peran institusi dalam penanggulangan
masalah yang berkaitan dengan kesehatan pariwisata)
1) Meningkatnya peran institusi dalam merespon masalah kesehatan yang
berkaitan dengan kepariwisataan
2) Meningkatnya kerjasama institusional dalam dan luar negeri untuk merespon

masalah kesehatan yang berkaitan dengan kepariwisataan

Sasaran tujuan strategis 4 (Terselenggaranya tata kelola institusi yang transparan
dan akuntabel untuk terwujudnya good governance)
1) Terlaksananya kepemimpinan yang transparan dan akuntabel
2) Meningkatnya sumber daya internal dan eksternal untuk mendukung kegiatan
Tri Dharma

3) Meningkatnya sistem administrasi institusi berbasis IT.



1.2 Tujuan Dokumen Kebijakan
Dokumen tertulis Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas
Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) Universitas Warmadewa dimaksudkan sebagai:
1) sarana untuk mengomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang
SPMI yang berlaku di dalam lingkungan FKIK Universitas Warmadewa;
2) landasan dan arah dalam menetapkan semua standar dan manual atau prosedur dalam
SPMI, serta dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu SPMI; dan
3) bukti otentik bahwa Fakultas telah memiliki dan melaksanakan SPMI sebagaimana

diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan.

1.3 Ruang lingkup Kebijakan

Kebijakan SPMI FKIK Unwar mencakup semua aspek penyelenggaraan Tri Dharma
pendidikan tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat) di FKIK
Universitas Warmadewa, dengan fokus utama pada aspek pembelajaran dan aspek lain yang
mendukung aspek pembelajaran.

Fokus pada aspek pembelajaran ini dimaksudkan sebagai langkah awal atau perintis, sebab
secara bertahap fokus dari luas lingkup kebijakan SPMI akan dikembangkan sehingga
mencakup juga aspek lain yang bukan kegiatan akademik, seperti misalnya aspek
kesejahteraan sumber daya manusia, kerjasama dengan pihak internasional, penelitian dan

pengabdian kepada masyarakat.

1.4 Pihak-Pihak Yang Terkena Kebijakan
Kebijakan SPMI Universitas Warmadewa berlaku untuk semua unit kerja di FKIK
Universitas Warmadewa, yaitu: fakultas, program studi, unit kerja, bagian, laboratorium, dan

pusat-pusat kajian.

1.5 Definisi Istilah
1) Kebijakan: pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari
institusi tentang sesuatu hal.

2) Kebijakan SPMI: pemikiran, sikap, pandangan universitas mengenai SPMI yang berlaku



di Fakultas.

3) Manual SPMI: dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan
atau melaksanakan SPMI.

4) Standar SPMI: dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai
sesuatu yang harus dicapai /dipenuhi.

5) Evaluasi Diri: kegiatan prodi yang dilakukan secara periodik untuk memeriksa,
menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk
mengetahui kelemahan dan kekurangannya.

6) Audit SPMI: kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor
internal fakultas bekerjasama dengan auditor BPM untuk memeriksa pelaksanaan SPMI
dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh prodi dan
setiap unit dalam lingkungan FKIK Universitas Warmadewa.

7) Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) FKIK Universitas Warmadewa adalah rapat rutin
minimal setahun sekali untuk membahas hasil temuan dalam evaluasi atau audit yang

dihadiri oleh pimpinan FKIK Universitas Warmadewa.

1.6 Tujuan dan Strategi
Tujuan penerapan sistem SPMI di FKIK Universitas Warmadewa adalah sebagai berikut.

1) Menjamin pemenuhan standar pendidikan tinggi secara sistemik dan berkelanjutan
sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu di setiap unit di Universitas
Warmadewa.

2) Meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Tujuan
ini hanya dapat dicapai apabila setiap perguruan tinggi telah mengimplementasikan
SPMI dengan baik dan benar, dan luarannya dimintakan akreditasi (Sistem
Penjaminan Mutu Eksternal / SPME).

3) Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan kepada mahasiswa dilakukan sesuai
standar yang ditetapkan, sehingga apabila diketahui bahwa standar tersebut tidak
bermutu atau terjadi penyimpangan antara kondisi riil dengan standar akan segera
diperbaiki.

4) Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, khususnya orang tua /

wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar yang



5)

6)

7)

8)

9)

ditetapkan.

Mengajak semua pihak dalam universitas untuk bekerja mencapai tujuan dengan
berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan
mutu.

Strategi FKIK Universitas Warmadewa di dalam melaksanakan SPMI adalah sebagai
berikut.

Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika sejak tahap perencanaan hingga
tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI.

Melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dan pemerintahan sebagai pengguna
lulusan, khususnya pada tahap penetapan standar SPMI.

Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf

administrasi tentang SPMI, dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal.

10) Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI kepada para pemangku

kepentingan secara periodik.

1.7 Prinsip Dasar Pelaksanaan
Prinsip dasar pelaksanaan SPMI sesuai dengan Buku Pedoman SPMI Dikti (2014) adalah

sebagai berikut.

1)

2)

3)

4)

Otonom

SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri oleh setiap
perguruan tinggi, baik pada jenjang Pengelola Program Studi maupun pada jenjang
Unit Kerja.

Terstandar

SPMI menggunakan standar nasional pendidikan tinggi (SNPT) yang ditetapkan oleh
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) dan standar pendidikan tinggi
(Standar Dikti) yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi.

Akurasi

SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat pada pangkalan data pendidikan
tinggi (PD Dikti).

Berencana dan Berkelanjutan



SPMI diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu,
yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP)
Standar Dikti yang membentuk suatu siklus.

5) Terdokumentasi

Seluruh langkah dalam siklus SPMI didokumentasikan secara sistematis.

Di samping itu, untuk mencapai tujuan SPMI dan untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan
Fakultas, maka sivitas akademika dalam melaksanakan SPMI pada setiap jenjang dalam
FKIK Universitas Warmadewa selalu berpedoman pada prinsip:

1) berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal;

2) mengutamakan kebenaran;

3) tanggungjawab sosial;

4) pengembangan kompetensi personel;

5) partisipatif dan kolegial;

6) keseragaman metode;

7) inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan.

1.8 Manajemen Pelaksanaan

Menurut Pasal 51 UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pendidikan tinggi
yang bermutu merupakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu
secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan/atau
teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk mendapatkan
pendidikan tinggi yang bermutu tersebut, pemerintah menyelenggarakan Sistem Penjaminan
Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti).

Di dalam Pasal 52 UU Pendidikan Tinggi tersebut dinyatakan bahwa SPM Dikti
ditetapkan oleh Mendikbud dan merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu
pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPM Dikti dilakukan melalui tahap
penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan (PPEPP) Standar
Pendidikan Tinggi (Standar Dikti). Dengan demikian Model Manajemen Pelaksanaan SPMI

FKIK Universitas Warmadewa dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya



berkelanjutan dengan berdasarkan pada Pasal 52 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2012 tentang

Pendidikan Tinggi.

Mekanisme SPM Dikti menurut UU tersebut diawali dengan mengimplementasikan

SPMI melalui siklus kegiatan yang disingkat sebagai PPEPP, yaitu terdiri atas:

1)

2)

3)

4)

5)

‘ Penetapan Standar Dikti
Pelaksanaan Standar Dikti
Evaluasi (Pelaksanaan) Standar Dikti
Pengendalian (Pelaksanaan) Standar Dikti
’ Peningkatan Standar Dikti

Penetapan (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan penetapan standar atau ukuran yang
terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.
Pelaksanaan (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan pemenuhan standar atau ukuran yang
terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.
Evaluasi (E) pelaksanaan Standar Dikti, yaitu kegiatan pembandingan antara luaran
kegiatan denan pemenuhan standar atau ukuran dengan standar atau ukuran yang
terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi.
Pengendalian (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan analisis penyebab standar atau
ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh
perguruan tinggi yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi.

Peningkatkan (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan perbaikan standar atau ukuran yang
terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti agar lebih tinggi daripada standar atau ukuran
yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan.

Setelah satu atau beberapa siklus SPMI dapat diimplementasikan, SPMI sebagai suatu sistem

secara utuh perlu dievaluasi dan kemudian dikembangkan secara berkelanjutan oleh FKIK
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Universitas Warmadewa. Luaran implementasi SPMI dalam suatu siklus disampaikan oleh
FKIK Universitas Warmadewa kepada:
1) LAM untuk meminta dan memperoleh status terakreditasi dan peringkat terakreditasi
program studi; atau
2) BAN-PT untuk meminta dan memperoleh status terakreditasi dan peringkat

terakreditasi perguruan tinggi.

1.9 Penanggungjawab Pelaksanaan
Pelaksanaan SPMI pada jenjang setiap unit dan jenjang fakultas adalah sebagai berikut.
FKIK Universitas Warmadewa memiliki 1 prodi yaitu Program Studi Pendidikan Dokter 8 unit
kerja dan 3 pusat kajian. FKIK Universitas menetapkan bahwa sejak tahun 2015 seluruh unit
kerja akademik maupun non-akademik harus melaksanakan SPMI dalam setiap aktivitasnya.
Agar pelaksanaan SPMI pada semua unit tersebut dapat berjalan lancar dan terkoordinasi secara
efektif, maka untuk siklus pertama SPMI yaitu dari tahun 2015- 2019, fakultas membentuk unit
kerja baru yaitu Unit Penjaminan Mutu (UPM) di tingkat fakultas dan Tim Pelaksana Penjaminan
Mutu di tingkat Prodi yang secara khusus bertugas untuk menyiapkan, merencanakan,
merancang, menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengendalikan dan mengembangkan
SPML
Selanjutnya struktur organisasi, tugas pokok, dan fungsi UPM Fakultas adalah sebagai
berikut:
Unit Penjaminan Mutu (UPM) Fakultas
1) Kepala Unit Mutu mempunyai tugas pokok:
a. Melaksanakan pengawasan mutu akademik;
b. Menjamin pelaksanaan sistem manajemen mutu (SMM) akademik.
2) Fungsi Kepala UPM, menjamin pelaksanaan mutu akademik pada setiap unit kerja.
3) Uraian Tugas Pokok:
Merumuskan perangkat dokumen mutu akademik;
b. Melakukan audit mutu akademik internal (AMALI) terhadap pelaksanaan penjaminan
mutu pada setiap unit pelaksana akademik;
c. Mengevaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik internal (SPMI);

d. Melaporkan hasil audit mutu akademik secara berkala kepada Dekan;



Memberikan rekomendasi tindakan koreksi terhadap hasil audit mutu akademik;
Menyesuaikan standar mutu akademik melalui baku mutu (benchmarking) secara
konsisten dan berkelanjutan;

Membantu pemenuhan standar mutu akademik pada setiap unit pelaksana akademik;

Memfasilitasi Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) pimpinan fakultas.

4) Kepala UPM memiliki wewenang:

a.

Memberikan pelayanan konsultasi bidang akademik kepada unit pelaksana
akademik;

Menyusun rancangan dokumen mutu akademik;

Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik melalui pelatihan dan pendampingan
akademik;

Memfasilitasi pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM);

Merekomendasikan kebijakan akademik kepada Dekan.

5) Tanggung Jawab dan Hubungan Kerja:

a.

Dalam menjalankan tugas pokok, fungsi, uraian tugas, kewenangan dan tanggung
jawab sebagaimana ayat (1, 2 dan 3) Kepala UPM bertanggung jawab kepada
Dekan.

Dalam menjalankan tugas pokoknya, Kepala UPM berkoordinasi dengan TPPM.

6) Syarat Jabatan:

a. Pendidikan minimal S2 atau yang disetarakan;

b. Memiliki kompetensi di bidang audit mutu akademik atau pernah mengikuti

pendidikan dan pelatihan SPMI;

c. Tidak pernah melakukan tindakan tercela.

Sekretaris Unit Penjaminan Mutu (UPM)

1) Sekretaris Badan Penjaminan Mutu mempunyai tugas pokok:

a. Membantu pelaksanaan pengawasan mutu akademik;

b. Membantu pelaksanaan sistem manajemen mutu (SMM) akademik.



2) Fungsi Sekretaris UPM, membantu Kepala UPM dalam bidang administrasi dan

3)

4)

pelaksanaan mutu akademik pada setiap unit pelaksana akademik.

Uraian Tugas Pokok:

a.

b.

Membantu kepala dalam merumuskan perangkat dokumen mutu akademik;
Membantu kepala dalam melakukan audit mutu akademik internal (AMAI) terhadap
pelaksanaan penjaminan mutu pada setiap unit pelaksana akademik;

Membantu kepala dalam mengevaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu
akademik internal (SPMI);

Membantu kepala dalam melaporkan hasil audit mutu akademik secara berkala
kepada Dekan;

Membantu kepala dalam memberikan rekomendasi tindakan koreksi terhadap hasil
audit mutu akademik;

Membantu kepala dalam menyesuaikan standar mutu akademik melalui baku mutu
(benchmarking) secara konsisten dan berkelanjutan;

Membantu kepala dalam pemenuhan standar mutu akademik pada setiap unit
pelaksana akademik;

Membantu kepala dalam memfasilitasi Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) pimpinan
fakultas;

Membantu kepala dalam bidang administrasi.

Sekretaris UPM memiliki wewenang:

a.

Membantu kepala dalam memberikan pelayanan konsultasi bidang akademik kepada
unit pelaksana akademik;

Membantu kepala dalam menyusun rancangan dokumen mutu akademik;
Membantu kepala dalam meningkatkan kompetensi tenaga pendidik melalui
pelatihan dan pendampingan akademik;

Membantu kepala pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM);

Membantu kepala dalam menyusun rekomendasi kebijakan akademik kepada
Dekan;

Membantu kepala dalam bidang administrasi.
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5) Tanggung Jawab dan Hubungan Kerja:

a.

b.

Dalam menjalankan tugas pokok, fungsi, uraian tugas, kewenangan dan tanggung
jawab sebagaimana ayat (1, 2 dan 3) Sekretaris UPM bertanggung jawab kepada
Kepala UPM.

Dalam menjalankan tugas pokoknya, Sekretaris UPM berkoordinasi dengan

Kepala.

6) Syarat Jabatan:

a.
b.

C.

Pendidikan minimal S2 atau yang disetarakan;

Menguasai Teknologi Informasi (TI)

Memiliki kompetensi di bidang audit mutu akademik atau pernah mengikuti
pendidikan dan pelatihan SPMI;

Tidak pernah melakukan tindakan tercela.

1.10 Daftar Standar

Standar Pendidikan Universitas Warmadewa

)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Standar Kompetensi Lulusan

Standar Isi Pembelajaran

Standar Proses Pembelajaran

Standar Penilaian Pembelajaran

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
Standar Pengelolaan Pembelajaran

Standar Pembiayaan Pembelajaran

Standar Penelitian Universitas Warmadewa

)
2)
3)
4)
5)
6)

Standar Hasil Penelitian
Standar Isi Penelitian
Standar Proses Penelitian
Standar Penilaian Penelitian
Standar Peneliti

Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
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7) Standar Pengelolaan Penelitian

8) Standar Pembiayaan Penelitian

Standar Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Warmadewa
1) Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
2) Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat
3) Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
4) Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
5) Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
6) Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
7) Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
8) Standar Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

Standar Khusus FKIK Universitas Warmadewa
1) Standar Visi dan Misi FKIK Universitas Warmadewa
2) Standar Motto dan Pola Ilmiah Pokok Universitas Warmadewa
3) Standar SIM-T Universitas Warmadewa
4) Standar Identitas Universitas Warmadewa

5) Standar Kesejahteraan Universitas Warmadewa

1.11 Daftar Manual
Berikut adalah daftar Manual SPMI FKIK Universitas Warmadewa.
1) Manual Penetapan Standar FKIK Universitas Warmadewa.
2) Manual Pelaksanaan Standar FKIK Universitas Warmadewa.
3) Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar FKIK Universitas Warmadewa.
4) Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar FKIK Universitas Warmadewa.

5) Manual Peningkatan Standar FKIK Universitas Warmadewa.
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BAB II
MANUAL SPMI

2.1 Tujuan Manual SPMI Pendidikan Tinggi
Manual SPMI Pendidikan Tinggi FKIK Universitas Warmadewa dimaksudkan untuk:
1) merancang dan merumuskan Standar Pendidikan Tinggi FKIK Universitas
Warmadewa

2) menetapkan Standar Pendidikan Tinggi FKIK Universitas Warmadewa

2.2 Ruang Lingkup Manual dan Penggunaan
Manual SPMI berlaku ketika sebuah standar pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan

ditetapkan serta berlaku untuk semua standar.

2.3 Definisi Istilah

1) Merancang standar: olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang
dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Kegiatan ini dapat
berupa elaborasi / menjabarkan 8 standar nasional pendidikan menjadi berbagai standar
lain yang mengatur berbagai aspek secara lebih rinci.

2) Merumuskan standar: menuliskan isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap
dan utuh, sedapatnya dengan menggunakan rumus Audience, Behaviour, Competence,
dan Degree (ABCD).

a. Audience: subyek yang harus melakukan sesuatu; atau pihak yang harus
melaksanakan dan mencapai isi standar.
b. Behaviour: apa yang harus dilakukan, diukur/dicapai/dibuktikan.
c. Competence: kompetensi/kemampuan/spesifikasi/target/kriteria yang harus
dicapai.
d. Degree: tingkat/periode/frekuensi/waktu.
Unsur B, C, dan D di atas dalam banyak hal amat mirip dengan apa yang disebut Key
Performance Indicators (KPIs). Lazimnya, KPIs merupakan satu paket kesatuan yang
terdiri atas Indicators, Measures, dan Targets.

a. Indicators: tentang apa yang akan diukur/dicapai.
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b. Measures: tentang bagaimana cara mengukur/mencapainya.
c. Targets: tentang apa hasil yang kita inginkan.

3) Menetapkan standar: tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga
standar dinyatakan berlaku.

4) Studi pelacakan: mencari masukan tentang peningkatan mutu dari alumni, pengguna
lulusan dan pemangku kepentingan lainnya.

5) Uji publik: penyampaian dan mencari masukan sebelum penetapan standar kepada

pemangku kepentingan

2.4 Langkah-Langkah dan Prosedur

1))

2)

3)

4)
5)

6)

7)

8)

9)
10)

11)

Menjadikan visi dan misi FKIK Universitas Warmadewa sebagai titik tolak dan tujuan
akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar.

Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan
dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.

Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan
perundang-undangan yang tidak dapat dilanggar.

Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan SWOT analysis.

Melaksanakan studi pelacakan atau survei tentang aspek yang hendak dibuatkan
standarnya itu, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.

Melakukan analisis hasil dari langkah poin (b) hingga (d) dengan mengujinya terhadap
visi dan misi universitas.

Merumuskan draf awal standar yang bersangkutan dengan menggunakan rumus
Audience, Behavior, Competence, Degree (ABCD)

Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku
kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

Rumuskan kembali pernyataan standar dengan memerhatikan hasil dari poin (h).
Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada
kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.

Mengesahkan dan memberlakukan standar melalui penetapan dalam bentuk keputusan.
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2.5 Kualifikasi Penyusun Manual Penetapan
Tim Penyusun Dokumen Mutu Pendidikan Tinggi Program Studi Pendidikan Dokter
adalah Unit Penjamianan Mutu (UPM) Fakultas sebagai koordinator dan perancang Mnual
SPMI dengan melibatkan pimpinan Program Studi dan semua unit terkait, serta para dosen,

masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

Untuk melengkapi manual SPMI, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis, yaitu:

1) Daftar undang-undang di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan.
2) Ketersediaan peraturan pemerintah yang terkait

3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survei.

4) Formulir /template standar.
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BAB III
MANUAL PENETAPAN

3.1 Tujuan Manual Penetapan Standar Pendidikan Tinggi
Manual Penetapan Standar Pendidikan Tinggi dimaksudkan untuk:
1) merancang dan merumuskan Standar Pendidikan Tinggi FKIK Universitas
Warmadewa

2) menetapkan Standar Pendidikan Tinggi FKIK Universitas Warmadewa

3.2 Ruang Lingkup Manual Penetapan dan Penggunaan
Manual penetapan berlaku ketika sebuah standar pertama kali dirancang, dirumuskan, dan

ditetapkan untuk semua standar.

3.3 Definisi Istilah

1) Merancang standar: olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang
dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Kegiatan ini dapat
berupa elaborasi / menjabarkan 8 standar nasional pendidikan menjadi berbagai standar
lain yang mengatur berbagai aspek secara lebih rinci.

2) Merumuskan standar: menuliskan isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap
dan utuh, sedapatnya dengan menggunakan rumus Audience, Behaviour, Competence,
dan Degree (ABCD).

e. Audience: subyek yang harus melakukan sesuatu; atau pihak yang harus

melaksanakan dan mencapai isi standar.
f. Behaviour: apa yang harus dilakukan, diukur/dicapai/dibuktikan.
g. Competence: kompetensi/kemampuan/spesifikasi/target/kriteria yang harus dicapai.
h. Degree: tingkat/periode/frekuensi/waktu.
Unsur B, C, dan D di atas dalam banyak hal amat mirip dengan apa yang disebut Key
Performance Indicators (KPIs). Lazimnya, KPIs merupakan satu paket kesatuan yang
terdiri atas Indicators, Measures, dan Targets.

a. Indicators: tentang apa yang akan diukur/dicapai.

b. Measures: tentang bagaimana cara mengukur/mencapainya.
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3)

4)

S)

c. Targets: tentang apa hasil yang kita inginkan.
Menetapkan standar: tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga
standar dinyatakan berlaku.
Studi pelacakan: mencari masukan tentang peningkatan mutu dari alumni, pengguna
lulusan dan pemangku kepentingan lainnya.
Uji publik: penyampaian dan mencari masukan sebelum penetapan standar kepada

pemangku kepentingan

3.4 Langkah-Langkah dan Prosedur

1))

2)

3)

4)
5)

6)

7)

8)

9)
10)

11)

Menjadikan visi dan misi FKIK Universitas Warmadewa sebagai titik tolak dan tujuan
akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar.

Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan
dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.

Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan
perundang-undangan yang tidak dapat dilanggar.

Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan SWOT analysis.

Melaksanakan studi pelacakan atau survei tentang aspek yang hendak dibuatkan
standarnya itu, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.

Melakukan analisis hasil dari langkah poin (b) hingga (d) dengan mengujinya terhadap
visi dan misi universitas.

Merumuskan draf awal standar yang bersangkutan dengan menggunakan rumus
Audience, Behavior, Competence, Degree (ABCD)

Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku
kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

Rumuskan kembali pernyataan standar dengan memerhatikan hasil dari poin (h).
Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada
kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.

Mengesahkan dan memberlakukan standar melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

3.5 Kualifikasi Penyusun Manual Penetapan

Tim Penyusun Dokumen Mutu Pendidikan Tinggi Program Studi Pndidikan Dokter dan
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Unit Penjamianan Mutu (UPM) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan
pimpinan Program Studi Pndidikan Dokter dan semua unit, serta para dosen, masing-masing

sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis seperti berikut.
1) Daftar undang-undang di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan.
2) Ketersediaan peraturan pemerintah yang terkait
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survei.

4) Formulir /template standar.
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BAB 1V
MANUAL PELAKSANAAN

4.1 Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi
Manual Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi FKIK Universitas Warmadewa dimaksudkan
sebagai panduan untuk:
1) melaksanakan Standar Pendidikan di FKIK Universitas Warmadewa,;

2) memenuhi Standar Pendidikan di FKIK Universitas Warmadewa .

4.2 Ruang Lingkup Manual Pelaksanaan dan Penggunaan
Manual pelaksanaan berlaku dan dipergunakan ketika sebuah standar harus dilaksanakan

dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja.

4.3 Definisi Istilah
1) Melaksanakan standar: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam
pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.
2) Prosedur Mutu, Prosedur Kerja/SOP: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai
sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.

3) Instruksi Kerja: rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.

4.4 Langkah-Langkah dan Prosedur

1) Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar.

2) Siapkan dokumen tertulis berupa: Prosedur Kerja atau SOP dan Instruksi Kerja yang
sesuai dengan isi standar

3) Sosialisasikan isi standar kepada seluruh dosen, karyawan, dan mahasiswa, secara
periodik dan konsisten.

4) Laksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
dengan menggunakan isi standar sebagai tolok ukur pencapaian, SOP dan instruksi

kerja (IK).
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4.5 Kualifikasi Penyusun Manual Pelaksanaan
Pihak-pihak yang harus membuat manual pelaksanaan standar adalah UPM dan TPPM
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau pejabat struktural dengan bidang
pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan, dan/atau mereka yang secara eksplisit
disebut di dalam pernyataan standar yang bersangkutan.
Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa Manual

Prosedur, Prosedur Kerja / SOP tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap standar.
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BAB YV
MANUAL EVALUASI

5.1 Tujuan Manual Evaluasi Standar Pendidikan Tinggi
Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi FKIK Universitas
Warmadewa ini dibuat dengan tujuan agar tersedia prosedur baku yang jelas untuk digunakan
sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi FKIK

Universitas Warmadewa yang dilakukan secara berencana dan berkelanjutan.

5.2 Ruang Lingkup Manual Evaluasi dan Penggunaan
Manual evaluasi mencakup penilaian terhadap proses, procedure (mekanisme), output,
dan outcome yang berlaku dan dipergunakan ketika pelaksanaan isi standar memerlukan
pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, dan evaluasi secara rutin dan

terus menerus untuk semua standar.

5.3 Definisi Istilah

1) Evaluasi adalah seperangkat tindakan yang saling berhubungan untuk mengukur
pelaksanaan dan berdasarkan pada tujuan dan kriteria.

2) Evaluasi pelaksanaan standar adalah seperangkat tindakan yang saling berhubungan
untuk mengukur pelaksanaan standar: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana
dinyatakan dalam pernyataan standar, atau perbandingan antara isi Standar Dikti
dengan apa yang secara faktual sedang atau telah dilakukan untuk dinilai apakah sesuai
dan/atau memenuhi Standar Dikti.

3) Evaluasi pelaksanaan Standar Dikti, yaitu kegiatan pembandingan antara luaran kegiatan
pemenuhan standar atau ukuran dengan standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti
dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi.

4) Evaluasi atau asesmen atau penilaian meliputi seluruh  proses, prosedur atau
mekanisme, keluaran (output) atau produk, dan hasil (outcomes) atau dampaknya dari

pelaksanaan setiap Standar Dikti dalam SPML
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5.4 Langkah-Langkah dan Prosedur

)]

2)

3)

4)

)

6)

7)

8)

Lakukan evaluasi secara periodik setiap semester terhadap pelaksanaan isi standar
dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan pendidikan yang meliputi proses,
prosedur atau mekanisme, keluaran atau produk serta hasil atau dampaknya.

Sediakan bahan, data, informasi, keterangan, dan alat bukti yang menjadi objek evaluasi
dari formulir atau dokumen pencatatan/perekaman mutu atas pelaksanaan Standar Dikti,
formulir pemantauan, serta penjelasan pihak pelaksana Standar Dikti.

Rumuskan siapa, bilamana, bagaimana, dan apa yang dibutuhkan dalam melakukan
evaluasi pelaksanaan Standar Dikti.

Catat atau rekam semua hasil evaluasi dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai
dengan isi standar.

Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, instruksi
kerja, dan formulir dari setiap standar yang telah dilaksanakan.

Dokumentasikan seluruh tahapan evaluasi terhadap Pelaksanaan Standar Dikti dalam
bentuk Evaluasi Diri, dokumen hasil Audit Internal, dan dokumen hasil akreditasi.

Buat laporan hasil evaluasi secara periodik tentang semua hal yang menyangkut

evaluasi standar Dikti.

Laporkan hasil evasluai pelaksanaan standar itu kepada pimpinan unit kerja dan

pimpinan universitas, disertai saran atau rekomendasi.

5.5 Kualifikasi Penyusun Manual Evaluasi

Pihak yang mengevaluasi pelaksanaan standar adalah:

1) Audience dari setiap Standar Dikti. Setiap dosen atau tenaga kependidikan perlu
melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Dikti yang pelaksanaanya merupakan
tanggung jawab mereka. Evaluasi ini dapat disebut sebagai evaluasi diri (self
evaluation) di mana yang dimaksud dengan diri adalah dosen atau tenaga
kependidikan tersebut;

2) Pejabat struktural yang merupakan Audience dari Standar Dikti dan sebagai bagian
dari tugas, wewenang, serta tanggung jawab sesuai struktur organisasi perguruan

tinggi pada unit masing-masing. Evaluasi ini disebut evaluasi melekat, yaitu melekat
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3)

4)

pada tugas dan wewenang setiap pejabat struktural. Evaluasi ini dilakukan ketika
mereka diminta untuk menyusun evaluasi diri dari unit masing-masing;

UPM dan Auditor Internal yang ditugaskan mengevaluasi sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya. Evaluasi ini disebut evaluasi internal atau Audit Internal perguruan
tinggi yang jika dilakukan terhadap pelaksanaan Standar Dikti oleh semua unit di
perguruan tinggi akan menghasilkan evaluasi diri perguruan tinggi;

BAN-PT, Lembaga Akreditasi Mandiri dan/ atau Lembaga Akreditasi Internasional.
Evaluasi yang dilakukan pihak eksternal perguruan tinggi, yang disebut SPME.
Evaluasi eksternal lainnya dapat dilakukan oleh akuntan publik dalam bidang

keuangan.

Untuk melengkapi manual evaluasi dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis seperti berikut.

1)
2)
3)
4)
5)

Prosedur Mutu/ Prosedur Kerja / SOP Audit

Prosedur Mutu/ Prosedur Kerja / SOP Evaluasi Diri

Prosedur Mutu/ Prosedur Kerja / SOP Evaluasi Pelaksanaan Standar
Formulir / template standar.

Formulir/borang temuan hasil pemeriksaan/ audit.
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BAB VI
MANUAL PENGENDALIAN

6.1 Tujuan Manual Pengendalian Standar Pendidikan Tinggi
Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar FKIK Universitas Warmadewa ini dimaksudkan
untuk:
1) mengendalikan pelaksanaan standar sesuai temuan evaluasi pelaksanaan standar
sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi;
2) mengendalikan faktor-faktor determinan dalam pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi

FKIK Universitas Warmadewa.

6.2 Ruang Lingkup Manual Pengendalian dan Penggunaan
Manual pengendalian mencakup pengecekan dan audit serta tindakan korektif
(perbaikan) yang berlaku dan dipergunakan bila pelaksanaan isi standar memerlukan
pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, dan pengendalian secara rutin

dan terus menerus serta dipergunakan untuk semua standar.

6.3 Definisi Istilah
1) Pengendalian merupakan tindak lanjut atas hasil yang diperoleh dari kegiatan
evaluasi.
2) Langkah pengendalian ini berupa tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan
pemenuhan perintah/kriteria/sasaran di dalam standar.
3) Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari
penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan
apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan tersebut telah berjalan sesuai

dengan isi standar.

6.4 Langkah-Langkah dan Prosedur
1) Lakukan pemantauan secara periodik, bulanan, tri-wulanan, dan semesteran terhadap
pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan pendidikan.

2) Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau

24



sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar.

3) Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir,
atau yang lainnya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.

4) Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau
bila isi standar gagal dicapai.

5) Ambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar.

6) Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.

7) Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya: apakah kemudian
penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar.

8) Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian
standar seperti diuraikan di atas.

9) Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan

universitas, disertai saran atau rekomendasi.

6.5 Kualifikasi Pejabat/ Petugas Yang Membuat Manual Pelaksanaan
Pihak yang mengendalian pelaksanaan standar adalah:
1) UPM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2) pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang
bersangkutan, dan/atau

3) mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang bersangkutan.

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis seperti berikut.
1) Prosedur Mutu/ Prosedur Kerja / SoP Audit.
2) Prosedur Mutu/ Prosedur Kerja / SoP Pengendalian Pelaksanaan Standar.
3) Formulir / femplate standar.
4) Formulir Evaluasi Diri.

5) Formulir/ borang temuan hasil pemeriksaan/ audit.
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BAB VII
MANUAL PENGEMBANGAN

7.1 Tujuan Manual Pengembangan
Manual Pengembangan Standar Pendidikan FKIK Universitas Warmadewa ini dibuat
dengan tujuan agar tersedia prosedur baku yang jelas untuk digunakan sebagai panduan
dalam mengembangkan institusi untuk meningkatkan mutu pengelolaan dan kualitas lulusan

secara berencana dan berkelanjutan.

7.2 Ruang Lingkup Manual Pengembangan dan Penggunaan

Manual pengembangan mencakup peningkatan standar untuk perbaikan mutu, berlaku dan
dipergunakan ketika pelaksanaan isi setiap standar dalam satu siklus telah berakhir,kemudian
standar tersebut ditingkatkan mutunya. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam

atau berbeda (bulanan, triwulanan, semesteran atau tahunan) dan dilakukan untuk semua standar.

7.3 Definisi Istilah

1) Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk memperbaiki mutu dari isi
standar, secara periodik dan berkelanjutan.

2) Pengembangan atau peningkatan standar juga merupakan kegiatan perbaikan standar
atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti agar lebih tinggi daripada
standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan.

3) Evaluasi standar adalah tindakan menilai isi standar didasarkan, antara lain, pada hasil
pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya, perkembangan situasi dan kondisi
universitas, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan universitas dan masyarakat
pada umumnya, dan relevansinya dengan visi dan misi universitas.

4) Siklus standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek

yang diatur didalamnya.

7.4 Langkah-Langkah dan Prosedur
1) Pelajari laporan hasil pengendalian standar.

2) Selenggarakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) untuk mendiskusikan hasil
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laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.

3) Evaluasi isi standar dengan meningkatkan mutunya yang meliputi behavior,
competensce, degree

4) Lakukan revisi isi standar sehingga menjadi standar Dikti baru sebagai peningkatan
isi standar Dikti sebelumnya.

5) Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar

7.5 Kualifikasi Penyhusun Manual Pengembangan
Pihak yang harus mengembangkan/meningkatkan standar adalah:
1) UPM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2) pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang
bersangkutan, dan/atau

3) mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang bersangkutan.

Catatan

1) Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa
formulir /template standar.

2) Manual ini digunakan secara bersamaan dengan Manual Penetapan Standar

Pendidikan Tinggi FKIK Universitas Warmadewa.
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